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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulimya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah maka telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen
keuangan daerah. Daerah diberikan Hak otonomi untuk mengurus rumah tangganya
sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat dan diberikan
kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang
dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di
daerah.

Akan tetapi, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa
Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan kekayaan daerah tersebut sesuka hati,
tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut
merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan
transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang
telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi ditandai dengan
perubahan mendasar pada sistem penganggaran, perbendaharaan, sampai kepada
pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulimya otonomi daerah,
pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah

Kabupaten hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan,




sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA
(Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.
Seiring berlakunya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang harus dibuat oleh Kepala Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kewajiban untuk
menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 15 Mei 2006.

Sistem MAKUDA yang memiliki ciri-ciri, antara lain single entry (pembukuan
tunggal), incremental budgeting (penganggaran secara tradisional yakni rutin dan
pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi
memenuhi kebutuhan daerah karena beberapa alasan :

1. Tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh

daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.

2. Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga
manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang
menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah.

3. Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja
sesuai ketentuan PP 105/2000, yaitu :

- Pasal 5 yang mewajibkan daerah membuat laporan pertanggungjawaban
&Mb kinerja.

- Pasal 8 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan
kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya
pencapaian hasil kerja (output). PP Nomor 108/2000

Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah khususnya pada sistem

akuntansi keuangan daerah di respon positif oleh pemerintah pusat dan Ikatan



Akuntan Indonesia ( IAI) . Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya SK Menteri
Keuangan Nomor 355/KMK.07/2002 tanggal 5 juni 2001 yang membentuk Tim
Pokja dengan keanggotaannya terdiri dari Depkeu, Depdagri, dan BPKP. Tim Pokja
ini telah menghasilkan suatu draft standar dan pedoman Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah (SAKD) yang telah di launching pada bulan agustus 2001.

Pada tahun berikutnya, yaitu pada bulan juni 2002, Menteri Dalam Negeri juga
telah mengeluarkan SK Kepmendagri No.29 tahun 2002 tanggal 10 juni 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Pedoman SK Mendagri No.29/2002 dan buku
Pedoman SAKD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355 tanggal 5 juni 2001 adalah untuk
merespon kevakuman standar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Adapun
yang terbaru adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas
Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Dr. Bambang Subianto selaku anggota Komite Pengarah Standar Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan
pemerintah adalah dalam rangka akuntabilitas kepada publik, bukan untuk tujuan
pengambilan keputusan seperti halnya di dunia komersial. Karena itulah sistem
akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang digunakan harus dirancang sesuai dengan
konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, serta
harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah agar dapat memberikan

manfaat yang nyata bagi perkembangan daerah tersebut.



Sebelum pemekaran wilayah pada 10 April 2002, Kabupaten Musi Banyuasin
(MUBA) merupakan Kabupaten terluas se-Sumatera Selatan. Kecamatan Sekayu
yang merupakan Ibukota Kabupaten Musi Banyuasin menjadi lokasi Kantor
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Jin. Kolonel Wahid Udin
Lingkungan 1 No.240 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu, kode pos 30711.

Sejak 2 januari 2008, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai menerapkan
kebijakan akuntansi pemerintahan yang baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 13 Tahun 2006. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah tidak serta merta dapat
dilaksanakan, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kesiapan sumber daya
manusia yang ada pada instansi pemerintah itu sendiri. Pemerintah Musi Banyuasin
selaku pengelola aset dan kekayaan daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dan
kesiapan dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerah sesuai dengan aturan
dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Dari uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“EVALUASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
DAERAH MENUJU TERCIPTANYA GOOD GOVERNANCE PADA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN”

1.2. Perumusan Masalah

Dengan adanya pembaharuan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
| (SAKD) yang menuntut laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan, maka pemerintah daerah harus meninggalkan sistem lama yang selama ini
digunakan, yaitu sistem Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) karena

sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan akan pelaporan keuangan sesuai



dengan PP No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Apabila Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban tersebut tentunya akan
membawa konsekuensi penolakan oleh DPRD, yang akan menimbulkan dampak
politis terhadap kinerja kepala daerah karena dianggap telah melanggar ketentuan
hukum yang ada.
Berdasarkan Uraian di atas, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menuju terciptanya
Good Govermnance di Era Otonomi pada Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Bagaimana Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan pada
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Mempelajari dan memperdalam wawasan mengenai Akuntansi Sektor Publik
khususnya arah dan perkembangan Akuntansi Keuangan Daerah pada
instansi pemerintah.
3. Memberikan sumbangan pemikiran kepada sektor pemerintahan dan institusi
dalam mengelola keuangan negara sehingga tercipta good governance di era

otonomi daerah.



1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan,
pengalaman, dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi keuangan
daerah di era otonomi.

2. Bagi Pemerintah Daerah, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada sektor pemerintahan guna menyiasati perkembangan
Akuntansi Sektor Publik dimasa yang akan datang.

3. Pihak Lain, sebagai referensi dan informasi bagi pengembangan penelitian

selanjutnya.

1.4. Metodologi Penelitian
1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pada Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin yaitu mengenai penerapan akuntansi keuangan daerah dalam rangka

mewujudkan good governance di era otonomi daerah.

1.4.2. Populasi dan Sampel

Sasaran populasi adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sampel yang akan diambil yaitu
pada staf/karyawan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1.4.3.1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Dengan menelusuri dan menelaah berbagai bahan referensi yang berkaitan
dengan obyek penelitian, seperti Peraturan Pemerintah, SK Kepmendagri, praktek-
praktek Akuntansi Keuangan Daerah yang berlaku di Indonesia, buku-buku, jurnal,

dan artikel yang tergolong kedalam data sekunder.

1.4.3.2. Studi Lapangan (Field Research)

Dalam metode penelitian lapangan ini, penulis melakukan survei atau penelitian
langsung pada obyek penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Teknik
yang digunakan adalah wawancara (tanya jawab) dan membagikan kuesioner kepada
pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang berwenang dalam penyusunan dan

pengelolaan keuangan daerah.

144. Teknik Analisis Data

1.44.1. Metode Kuantitatif
Penglitian ini menggunakan kuesioner yang akan menghasilkan data
primer. Data yang diperoleh dari kuesioner akan ditransformasi dalam
bentuk angka yang kemudian akan diolah sehingga diperoleh persentase
tingkat kesiapan sumber daya manusia yang menjadi salah satu objek

penelitian. Untuk menghitung tingkat kesiapan SDM Dinas Pendapatan




1.4.4.2.

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin digunakan rumus :

Y Nilai Responden

Tingkat kesiapan SDM = X 100%
Y. Nilai Maksimum Kuesioner
Sedangkan untuk menghitung rata-rata tingkat kesiapan sumber daya
manusia Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Musi Banyuasin dalam penerapan akuntansi keuangan daerah
digunakan rumus :
Y Tingkat Kesiapan SDM (%)

Rata-rata Tingkat Kesiapan SDM =

Jumlah Responden

Metode Kualitatif

Dari data yang diperoleh, akan dibandingkan antara Permendagri No.13

Tahun 2006 dengan penerapan yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya ditarik

kesimpulan. Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif bertujuan agar

memperoleh hasil yang optimal.

1.5. Sistematika Laporan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas

dan pemecahannya, maka penulis membagi penulisan penelitian ini menjadi lima

bab, sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB Il LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk membahas dan
mengevaluasi masalah dalam penelitian ini, diawali dengan konsep Akuntansi
Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik, dan faktor yang mempengaruhi
perkembangan dan penerapan dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang
melaksanakan akuntansi sektor publik pada instansi pemerintah, serta akuntansi yang

diterapkan pada sektor publik dan konsep good governance.

BAB 111 GAMBARAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Bab ini memuat kondisi umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagai obyek yang
diteliti, meliputi geografis, visi, misi, struktur organisasi, dan rencana strategis

pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dan analisis permasalahan. Dari permasalahan akan
dijabarkan kondisi realitas yang kemudian akan diperbandingkan dengan pedoman
yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu,

penulis juga memberikan saran-saran sebagai masukan bagi perusahaan.
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1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Musi Banyuasin yang beralamat
di JIn. Kolonel Wahid Udin lingkungan 1 No.240 Kelurahan Serasan Jaya Sekayu,
kode pos 30711. Penelitian ini dilakukan sesegera mungkin setelah memperoleh

persetujuan proposal skripst.
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